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Abstrak— Dalam era teknologi informasi dan komunikasi inter networking saat ini, semua
orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai tempat. Melalui media
internet, manusia dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan
kapan saja dan dimana saja dalam waktu singkat. Hal inilah yang melandasi untuk Membangun
Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android fasilitator validasi Wajib_Pajak_Pribadi (selanjutnya
singkat WPP), yang dapat memberikan konstribusi pada masyarakat WPP pengguna android
mobile guna pengecekan (Validasi) pemotongan pph21 yang dilakukan oleh instansi atau
perusahaan tempat berkerja terhadap upah/gaji yang mereka terima, apakah terjadi kesalah
dalam pemotongan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, studi banding
website yang ada di internet mengenai aplikasi dan jurnal terkait serta observasi langsung ke
beberapa kantor pajak wilayah DKI : jakarta selatan, utara, barat, timur dan pusat.Melakukan
wawancara kepada beberapa orang staff karyawan serta orang-orang dilingkangan tempat tinggal
penulis yang menerima upah ditempat mereka berkerja yang ada pemotongan PPh21. Hasil
yang diperoleh berupa Rancangan aplikasi perhitungan PPh21. Penelitian yang dilakukan
tersebut memberikan masukan mengenai implementasi aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan
(PPh21) Android Mobile.
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Aplikasi Perhitungan PPh21 Mobile Android sebagai

|~ PENDAHULUAN Fasilitator validasi WPP (Wajib_Pajak Pribadi)”
A. Latar Belakang Masalah
Saat ini  pemerintah tengah  meningkatkan g |dentifikasi Masalah

pembangunan infrastruktur indonesia salah satunya
pembangunan jalan tol lintas antar Propinsi nusantara

Dari  penjelasan  diatas, dapat  dirumuskan

permasalahan pokok sebagai berikut:

diantaranya jalan tol lintas sumatra, Lintas jawa, dan
seterusnya. Alternatif sumber dananya berasal dari
sektor Perpajakan, salah satunya pajak penghasilan
(selanjutnya disebut PPh21).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan
terhadap subject pajak, atas penghasilan yang diterima
masyarakat Indonesia maupun masyarakat dari negara
lain yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ada
undang — undang yang mengatur tentang hal ini yaitu
UU PPH 2009 pasal 21.[5]

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di
Indonesia adalah Self Assesment System yaitu
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP)
untuk menghitung dan membayarkan sendiri besarnya
pajak penghasilan terutang, berdasarkan ketentuan
peraturan UU PPH 2009 pasal 21 ke kantor pajak atau
diberikan lewat situs perpajakan negara  ataupun
bagian keuangan dari perusahaan Wajib Pajak
(selanjutnya disebut WP) bekerja.[4]

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hal diatas dan
perkembangan teknologi Informasi dan
telekomunikasi begitu pesat saat ini, dan dapat
diprogram untuk menjalankan berbagai aplikasi serta
sangat mudah digunakan, yang berjudul “Membangun

Bagaimana membangun aplikasi Perhitungan PPh21
Mobile Android

1) Bagaimana Masyarakat umum
mengetahui informasi apa itu PPh21 ?

2) Bagaimana Masyarakat umum  mengetahui,
untuk apa dan setorkan kemana pemotongan
PPh21 mereka ?. (organisasikah / instasikah /
badan apa? atau ke siapa ? )

3) Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui
peraturan, ketentuan pemotongan pendapatan
mereka !, dan berapa persenkah penghasilan
mereka di potong setiap bulan ?

4) Bagaimana Masyarakat umum dapat mengetahui
objek penghasilan apa saja yang akan dipotong ?
dan objek penghasilan/pendapatan apa saja yang
tidak dipotong ?

agar bisa

C. Tujuan Penelitian
Tujuan membangun aplikasi Perhitungan PPh21
Mobile Android ini :
1) Kurang luasnya pelayanan yang diberikan negara
pada masyarakat tentang PPh21.
2) Membantu masyarakat umum untuk menvalidasi
pemotongan PPh 21 atas gaji mereka oleh
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Perusahaan atau Instansi atau organisasi bisnis
lainnya tempat mereka.

3) Membantu masyarakat umum untuk mengetahui
ketentuan ketentuan dan peraturan peraturan
pemerintah dan wundang undang PPh 21.
mengenai pemotongan upah yang mereka terima.

4) Membantu masyarakat WPP yang ingin tahu
tentang variabel variabel penghasilan apa saja
yang dipotong dan yang tidak dipotong PPh21.

5) Memanfaatkan perangkat Teknologi komputer
dan komunikasi yang pada umumnya sudah
hampir semua lapisan masyarakat memilikinya
(mampu membelinya)

D. Metode Penelitian &Pengembangan Aplikasi

Adapun metodologi penelitian yang digunakan
dalam menyelesaikan masalah ini, ada beberapa tahap
dan metode, yaitu :

1) Tahap Pengumpulan Data Metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data meliputi : studi
pustaka, vyaitu pengumpulan data dengan cara
melakukan studi, analisis dan dokumentasi literature.
Dan sumber lainya yaitu : jurnal, dan website di
internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di
bahas.

2) Tahap Pengembangan Aplikasi : Metode
pengembangan aplikasi (perangkat lunak) yang
digunakan adalah linear sequential model,, terkadang
disebut classic life cycle yang biasa dikenal waterfall.
model ini memparkan model classic yang bersifat
sistematis, berurutan dalam membangun aplikasi, yang
dimulai dari system level dan melalui analisis desain
code, dan pengujian. Metodologi ini sebagai pedoman
perangkat lunak apa saja yang akan digunakan dan
bagaimana menggunakan perangkat lunak-perangkat
lunak terkait, pengkodeannya dan apa yang harus
dikerjakan selama pengembangan.

System informasi
ENEINEErng

analysis design

Gbr. 1 Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall

Proses pengembangan aplikasi dengan Waterfall

memiliki beberapa tahap yaitu :

a) System Information Engineering
Pembentukan  kebutuhan-kebutuhan ~ dari  semua
elemen sistem dan mengalokasikan. suatu sub sistem
ke dalam pembentukan perangkat

b) Analysis
Analisa sistem untuk penguraikan suatu sistem
informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian
komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan
mengevaluasi permasalahan-permasalahan,
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang
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terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat
diusulkan perbaikannya. Tujuan analisis sistem ini
agar menemukan kelemahan-kelemahan sistem yang
digunakan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

c) Design (Perancangan)
Tahap ini menerjemahkan semua keperluan atau data
yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah di
mengerti oleh pemakai (user). dimulai dengan
membuat user stories yang menggambarkan input,
fitur, proses, dan output.

d) Code
Proses penterjemahan data atau pemecahan masalah
yang di rancang ke dalam bahasa pemograman vyaitu
Proses coding diawali dengan  membangun
serangkaian unit test. Setelah itu pengembang akan
berfokus untuk mengimplementasikannya.

e) Test(Pengujian)
Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya
adalah pengujian terhadap program tersebut.

3) Tahap Operasi dan perawatan
Analisis sistem akan melakukan perawatan dan
pengembangan sistem yang telah dicapai.

Il. LANDASAN TEORI
A. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
PPh21 adalah suatu pungutan resmi yang

ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan
atau atas penghasilan diperolehnya dalam tahun pajak,
untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup
berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban
yang harus dilaksanakan.[6]

PPh21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
subjek pajak dalam negri.[2]

B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek pajak penghasilan adalah seorang pegawai,
yang mana pegawai adalah orang pribadi yang bekerja
pada pemberi kerja, baik sebagai karyawan tetap
maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik
secara tertulis maupun secara tidak tertulis, untuk
melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau
kegiatan tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau
ketentuan lain yang ditetapkan pemberi Kerja,
termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan
dalam jabatan negeri atau BUMN/BUMD.[4]

C. Wajib Pajak Penghasilan
Penerima Penghasilan yang  dipotong
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 adalah [2][4][6] :

1) Pegawai, Karyawan atau Karyawati Tetap :
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara
teratur. Dalam kelompok ini mencangkup orang
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pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang
menerima atau memperoleh gaji dalam  jumlah
tertentu secara berkala, atau orang tertentu yang
melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian
kerja ( baik tertulis ataupun tidak tertulis ) termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negri atau
BUMN/BUMD, termasuk anggota dewan komisaris,
dan anggota dewan pengawas yang secara terus
menerus mengelola  kegiatan perusahaan secara
langsung serta bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

2) Pegawai, Karyawan, Karyawati Tidak Tetap :
Pegawai tidak tetap adalah orang tertentu yang bekerja
pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan
berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil
pekerjaan yang dihasilkan atau penyesuaian suatu
jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja,
Jenis ini mencangkup pegawai harian, pegawai
mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya

3) Penerima Pensiun : Penerima pensiun adalah
orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau
memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan
dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya
yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari
tua. Telah purna karya tetapi masih memperoleh atau
menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan
dimasa lalu atau untuk ahli warisnya.

4) Peserta Kegiatan : Peserta kegjatan adalah orang
pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu,
termasuk mengikuti rapat, seminar, sidang, likakarya,
pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan
lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan.
sehubungan dengan keikut sertaannya dalam kegiatan
tersebut.

5) Penerima Upah : Penerima upah adalah orang
pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan
berupa upah harian, upah mingguan, ubah borongan,
maupun upah satuan.

6) Orang Pribadi Lainnya : Orang pribadi lainya
yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan dari pemotongan pajak. Misal disiributor
MLM atau direct selling dan kegiatan lainnya yang
sejenis.

D. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk penerima
penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 adalah[4][6]:

1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekeria pada dan bertempat tinggal bersama
mereka, dengan syarat:

1. Bukan warga negara Indonesia, dan
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2. Tidak melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan lain.

3. Negarayang  bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.

2) Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 15/PMK03/2008 persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pejabat perwakilan organisasi
internasional sama seperti persyaratan untuk pejabat
perwakilan diplomatik.

E. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : [6][5][4][2]

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara
teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah,
honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisaris atau dewan pengurus), premi bulanan, uing
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,
tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi
asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan
penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2 ) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara
tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun
baru bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis
lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya
dibayarkan sekali dalam setahun.

3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan
upah borongan.

4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua
atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan
pembayaran lain sejenis.

5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi,
beasiswa, dan pembayaran lain sejenis sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak (WP) dalam
negeri terdiri dari:

1. Tenaga ahli, yaitu tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

2. Pemain musik, petnbawa acara, penyanyi,
pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, crewfilm, foto rnodel, peragawan
peragawati, pemain drama, pemahat, penari, pelukis,
dan seniman lainnya,

3. Olahragawan.

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan
moderator.

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah,
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6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk
teknik, komputer, dan telekomunikasi, elektronika,
fotografi, ekonomi dan sosial.sistem aplikasinya,

7. Agen iklan

8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan
pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang
atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala
bidang kegiatan.

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan
langganan.

10. Peserta Perlombaan

11. Petugas penjaga barang dagangan.

12. Petugas dinas luar asuransi,

13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

14. Distributor perusahaan multilevel marketing
atau direci selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6) Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan
lain yang terkait dengan gaji yang dterima oleh
Pejabat Negara dan PNS.

7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang
sifathnya terkait dengan uang pensiun yang diterima
oleh pensiunan yang diterima oleh pensiunan termasuk
janda atau duda atau anak- anaknya.

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak (WP).

F. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang
dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 2ladalah
[4][51[6]:

1)  Pembayaran asuransi dari  perusahaan
asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2)  Penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan kecuali yangg diberikan oleh bukan WP.

3)  luran pensiun yang dibayarkan kepada dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau
Tunjangan Hari Tua (THT) Kkepada badan
penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja.

4) Penerimaan dalam bentuk natura dan
kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh
Pemerintah.

5)  Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung
oleh pemberi kerja.

6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri
dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan
yang berhak menerimanya.

7)  Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang
berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disalikan oleh Pemerintah.

G. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari pemberi kerja mencangkup gaji dan segala
tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja. Apabila
pemberi kerja mengikuti jamsostek, iuran yang dibayar

p-1SSN :2502-7131
e-ISSN :2502-714x

oleh pemberi kerja merupakan penghasilan untuk
karyawan atau pegawai. Sedangkan untuk pemberi
kerja, iuran tersebut dapat diperlakukan sebagai
pengurang penghasilan brutonya. Jenis iuran yang
dapat ditanggung oleh pemberi kerja meliputi[6]:

1)  luran asuransi kecelakaan kerja.

2)  luran asuransi kematian dengan
0,5% dari penghasilan karyawan.

3)  lurantabungan hari tua (THT)

luran ini dapat ditanggung sebagian oleh pemberi
kerja (sebesar 1,5%) dan sebagian ditanggung
karyawan (sebesar 1 %) dari penghasilan karyawan.
luran yang ditanggung oleh pemberi kerja bukan
merupakan penghasilan bagi karyawan, tetapi
merupakan biaya bagi pemberi kerja. Sedangkan iuran
THT yang dibayar oleh karyawan dapat dikurangkan
dari penghasilan brutonya,

Berdasarkan peraturan mentri keuangan NO.250/
PMK 03 /2008, ada kenaikan biaya jabatan yang
cukup besar. Mulai tahun 2009, biaya-biaya yang
dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan yang
diterima atau diperoieh keryawan ditetapkan:

1) Biaya Jabatan

1) Untuk pagawai atau karyawan
ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan
jumlah setinggi-tingginya 6.000.000,- setahun atau
500.000,-sebulan,

2)  Untuk pensiunan ditetapkan biaya
pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan

jumlah

jumlah setinggi-tingginya Rp.2.400.000,-
setahun atau RP.200.000,- sebulan.
2) luran pensiun dan iuran THT yang

ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri (1%
dari penghasilan brutonya).

3) Penghasilan tidak kena pajak
yang diperkenakan, sesuai dengan kondisi
pajak menurut UU PPh 2008 pasal 7.

(PTKP)
wajib

H. Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai Tidak

Tetap

Jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh
pegawai tidak tetap dari pemberi kerja tergantung
pada atau dipengaruhi oleh aktifitas atau hari kerja
pegawai tidak tetap tersebut. Dalam hal ini pemberian
upah kerja dapat didasarkan pada[6]:

1) Hari Kerja

Besarnya upah yang dibayarkan berdasarkan atas
jumlah hari kerja Pemberian upah demikian ini sering
disebut dengan upah harian.

2)  Satuan Produksi

Besarnya upah yang dibayarkan bedasarkan atas
jumlah produksi yang dihasilkan. Petnberian upah
demikian ini dikenal dengan upah satuan.

3)  Borongan.

Upah yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan
azas penyelesaiian suatu pekerjaan tertentu
pemberian upah demikian ini dikenal dengan upah
borongan.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan No.254
/PMK.03/2008, bagi penerima upah harian, mingguan,
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satuan, dan borongan yang jumlahnya Rp. 150.000,-
per hari tetapi tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dalam
satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara
bulanan, tidak dikenakan pajak. Hal ini disebabkan
upah harian dengan jumlah Rp. 1.320.000,- tersebut
sama dengan PTKP perbulan.

Bagi pegawai tidak tetap yang menerima
penghasilan berupa honorarium atau komisi yang
dibayarkan kepada penjaga barang, dan petugas dinas
luar asuransi tidak berlaku ketentuan ini. Jika wajib
pajak memperoleh penghasilan secara mingguan maka
jumlah upah tersebut terlebih dahulu dijadikan
penghasilan bulanan,

Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh
tersebut dapat dikurangkan dengan biaya untuk
menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan
biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT

I. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal2l

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh)
Pasal 21 yang terutang, maka kepada Wajib Pajak (WP)
dalam negeri yang menerima psnghasilan tertentu
diberikan  pengurangan  penghasilan  (pasal 7)
meliputi[2][4]:

1) Biaya Jabatan.

Biaya jabatan ditetapkan 5% dari penghasilan bruto
dengan jumlah maksimum Rp.6.000.000,- setahun atau
Rp.500.000,-sebulan.

2) Biaya Pensiun.

Besarnya biaya pensiun bagi penerima pensiun
diperkenakan aclalah sebesar 5% dari penghasilan
bruto berupa uang pensiun setinggi- tingginya
Rp.2400.000,- setahun atau Rp.200.000,-sebulan.

3)  luran Tabungan Hari Tua (THT)

luran yang dimaksud adalah iuran yang ditanggung
oleh karyawan atau pegawai sendiri ( kecuali iuran
tabungan hari tua/THT pegawai negri sipil/anggota
ABRI/ pejabat Negara) kepada badan penyelenggara
THT yang pendiriannya telah disediakan oleh mentri
keuangan.

4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Penerapan PKTP ditentukan oleh keadaan pada awal
tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. PTKP
ditetapkan sebagai berikut:

1) Rp. 15.850.000,- untuk diri wajib pajak

pribadi.
2)  Rp. 1.320.000,- tambahan untuk wajib pajak
yang kawin.

3)  Rp. 1.320.000,- tambahan untuk seorang istri
yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami.

4)  Rp. 1.320.000,- untuk tambahan anggota
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi
tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang anak
untuk setiap keluarga.

Tarif yang digunakan untuk menghitung Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai UU PPh 2008
disebutkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas
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Penghasilan Kena Pajak (PK.P) bagi Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

TABEL I
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

Lapisan Penghasilan Kena Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%
Diatas Rp. 50,000,000,00 - 15%
Rp.250.000,000,00

Diatas Rp. >50.000.000,00 - 25%
Rp.500.000.000,00

Diatas Rp 500.000.000,00 30%

I1l. PEMBAHASAN PPH 21 DAN IMPLENTASI

Pada Umum nya keryawan tetap menerima upah
perbulan, dan karyawa tidak tetap ada yang menerima
upah harian atau mingguan, atau juga bulanan,
tergantung  kantor  (instansi/Perusahaan)  yang
memperkerjakan mereka. Baik karyawan tetap
maupun tidak tetap yang menerima upah, sama sama
di potong pajak penghasilan.

A. PPh21 Pegawai Tetap

Adapun proses perhitungan Pajak Penghasilan
(PPh21) Pegawai Tetap adalah :

1. Menghtung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada
bulan berjalan diantaranya gaji pokok (basic salary),
tunjangan transport (bila ada), tunjangan perumahan
(bila ada), premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi
Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan dan
tunjangan lainnya yang sifatnya teratur. Selain itu,
uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti,
tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan
bagian dari penghasilan bruto. Semua komponen
penghasilan kotor ini dijumlahkan dan dikalikan
dengan 12 (jumlah bulan dalam 1 tahun)

2 Menghitung total pengurang.

Yang termasuk pengurang adalah biaya jabatan ,
iuran pension (bila Anda ikut). dan iuran Jaminan Hari
Tua, Biaya jabatan besarnya 5% dari gaji pokok dan
maksimal Rp 6.000.000,- setahun untuk pagawai
aktif, sedangkan maksimal Rp 2400.000,-setahun
untuk pegawai pensiun.

3 Hitung penghasilan bersih (netto) sebulan
Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari
Langkah No.1) kurang total pengurang (dari
Langkah No. 2)

4. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib
Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum
kawin, kawin dan belum punya anak. biaya yang
diberikan untuk wajib pajak pribadi adalah sebesar

Rp 15.840.000,- setahun, tambahan bila
telah  menikah  Rp. 1.320.000,- setahun, dan
tambahan untuk tanggungan anak Rp. 1.320.000,-

setahun per anak, yang mana maksimal anak yang
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mendapat tunjangan adalah 3 orang anak saja.
Tunjangan anak dan tunjangan atas pasangan hanya
berlaku untuk wajib pajak pria, sedangkan tunjangan
pasangan dan anak untuk wajib pajak wanita hanya
berlaku apabila suami tidak memiliki penghasilan /
meninggal dunia.

5) Hitung Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih
setahun (dari Langkah No. 3) dikurangi PTKP (dari
Langkah No. 4).

6)  Hitung pajak penghasilan pribadi
dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Pajak penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak
(dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak
yang berlaku sesuai keputusan undang-undang, yang
mana apabila penghasilan kurang dari Rp.50.000.000
dikenakan tarif pajak adalah 5%, untuk penghasilan
lebih dari Rp.50.000.000,-sampai ,
Rp.250.000.000,- dikenakan tarif pajak 15% , untuk
penghasilan lebih dari Rp.25.000.000,- sampai
Rp.500.000.000,- dikenakan tarif pajak 25%, dan
untuk penghasilan lebih dari Rp.500.000.000,-
dikenakan tarif pajak 30%, Tapi apabila wajip pajak
belum memiliki NPWP (Nomer Pemilik Wajib Pajak)
maka akan dikenakan tarif lebih besar 20% dari tarif
normal.

7) Hitung pajak penghasilan pribadi pada
bulan berjalan. Menghitung pajak penghasilan pribadi
pada bulan berjalan adalah membagi total pajak
setahun (dari Langkah No. 6) dengan 12.

Selanjutnya Perhitungan pajak penghasilan untuk
wajip pajak pribadi pegawai tidak tetap

sesuai

B. PPh21 Pegawai tidak Tetap
1) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) Pegawai
Tidak Tetap (Upah Mingguan)

Adapun proses perhitungan PPh21 Pegawai tidak
Tetap upah mingguan adalah

1)  Menghitung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada
bulan berjalan diantaranya gaji pokok, tunjangan
transport, tunjangan perumahan, dan Jaminan lainnya
yang sifatnya teratur. Selain itu, uang lembur, uang
perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya
dan tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan
bruto, Semua komponen penghasilan kotor ini
dijumlahkan dan dikalikan dengan 4 untuk
mendapatkan pendapatan dalam 1 bulan, kemudian
dikalikan kembali dengan 12 (jumlah bulan dalam 1
tahun).

2)  Menghitung total pengurang.

Yang termasuk pengurang adalah biaya jabatan ,
iuran pensiun (bila ada). Biaya jabatan besamya 5%
dari gaji pokok dan maksimal Rp.6.000.000,- setahun.

3)  Hitung penghasilan bersih (netto) sebulan
Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari
Langkah No. 1) dikurangi total pengurang (dari
Langkah No. 2)

4)  Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP). Besarnya PTKP tergantung dari status
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pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara
yang belum kawin, kawin dan belum punya anak.
Untuk biaya yang diberikan untuk wajip pajak pribadi
adalah sebesar Rp 15.840.000,- setahun, tambahan
bila telah menikah Rp. 1.320.000,- setahun, dan
tambahan untuk tanggungan anak Rp. 1.320.000,-
setahun /anak, yang mana maksimal anak yang
mendapat tunjangan adalah 3 orang anak saja.

5)  Hitung Penghasilan Kena Pajak. (PKP)

PKP adalah penghasilan bersih setahun (dari
Langkah No. 3) dikurang PTKP (dari Langkah 0.4)

6)  Hitung pajak penghasilan pribadi

Pajak Penghasilan adalah PKP (dari Langkah No. 5)
dikalikan dcngan tarif pajak yang berlaku sesuai
keputusan  undang-undang, yang mana apabila
penghasilan kurang dari Rp.50.000.000 dikenakan tarif
pajak adalah 5%, untuk penghasilan lebih dari
Rp.50.000,000s- sampai Rp.250.000 000,- dikenakan
tarif pajak 15% , untuk penghasilan lebih dari
Rp.25.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- dikenakan
tarif pajak 25%, dan untuk penghasilan lebih dari
Rp.500.000.000,- dikenakan tarif pajak 30%. Tapi
apabila wajib pajak belum memiliki NPWP (Nomer
Pemilik Wajib Pajak) maka akan dikenakan tarif lebih
besar 20% dari tarif normal

7) Hitung pajak  penghasilan  perminggu
Menghitung pajak  penghasilan pribadi
perminggu adalah membagi total pajak setahun (dari
Langkah No. 6) dengan 12, kemudian membagi
lagi dengan 4 untuk mendapatkan jumlah pajak
perminggu.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan
Pegawai Tidak Tetap (Upah harian)

Adapun proses perhitungan PPh21 Pegawai tidak
Tetap upah harian adalah :

1)  Menghitung penghasilan bruto.

Penghasilan bruto merupakan penghasilan pada
bulan berjalan yang didapatkan dengan cara
mengkalikan jumlah upah perhari dengan jumiah
hari kerja. Yang termasuk pada penghasilan ini
diantaranya gaji pokok , tunjangan transport, dan
Jaminan lainnya yang sifatnya harian, Selain itu, uang
lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti,
tunjangan hari raya dan tunjangan lain merupakan
bagian dari penghasilan bruto,

2)  MengKlarifikasian jumlah penghasilan.

Bila jumlah penghasilan dikalikan jumlah hari
dalam 1 bulan kerja kurang dari Rp. 1.320.000,-, maka
untuk mendapatkan jumlah penghasilan kena pajak
adalah mengurangkan penghasilan dengan Rp.
150.000,- lalu dikalikan dengan waktu kerjanya,
namun apabila jumlah penghasilan juga kurang dari
Rp. 150.000,- per hari maka penghasilan orang
tersebut dinyatakan tidak kena pajak. Namun apabila
semua kondisi tersebut tidak dipenuhi wajib pajak
maka langsung menghitung PTKP (langkah No. 3)

3)  Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP).

(PPh21)
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Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja
(Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang
belum kawin, kawin dan belum punya anak.

4) Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasiian bersih
sebulan (dari Langkah No. 1) dikurang Penghasilan
Tidak Kena Pajak (dari LangkahNo.3)

5)  Menghi tung pajak penghasiian pribadi

Pajak Pcnghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak
(dari Langkah No. 5) dikalikan dengan tarif pajak yang
berlaku sesuai keputusan undang- undang yang
berlaku

6)  Menghitung pajak penghasilan per hari.

Menghitung pajak penghasilan pribadi pada bulan
berjalan adalah membagi total pajak setahun (dari
Langkah No. 5) dengan 12 dan dibagi kembali dengan
waktu kerja per bulan.

3) Struktur Link Aplikasi PPh 21

Struktur Link aplikasi aplikasi (modul modul) yang
terkait pada Aplikasi perhitungan PPh 21 sebagai
berikut :

Welcorne Screen

(3
‘ Walkulator Pajak ‘

| About |

[ Helis ‘

‘ ‘ Fengaturan FTKP ” Fegaal Tk Tetan ‘

n | ||,InahM|nnmuan |

£
|| Hitung I | Penjelasan |

‘ Link Terkait | Penielasan Menu

Pengertian Oajak ‘ [ Objek Pajak ‘ | Sublek Pajak | l Perhitungan pajak ‘

Gambar 2. Struktur Link Aplikasi PPh 21

4) Output implementasi Aplikasi PPh 21

Apabila seorang wajib pajak ingin menghitung
sendiri pemotongan pajak yang dikenakan padanya.
Gambar berikut ini tampilan awal setelah masuk
aplikasi.

Gambar 3. Home Kalkulator PPh21

Bila mereka memilih tombol Lanjut akan dipandu
terlibih dulu ke tampilan menu berikut:
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KalkulatorPPh2t

Panduan Pajak

Kalkulator Pajak

About

Help

Gambar 4. Home Menu Pajak

1. Menu Panduan Pajak

Bagi wajib pajak pribadi yang ingin mengetahui
mengenai pemotongan penghasil mereka dapat
memilih menu Panduan Pajak juga terdapat beberapu
menu didalamnya. Bila dipilih pengertian Berikut
tampilannya.

-
:

KalkuiatorPPh21. Panduan Pajek

f'tque'b

Meruna Yudiarti Frabowo pajak perghasilan
PFT) 20a4ah SLMU pUREULAN resmi yang
CILe a0 kepada masyarahs yarg
berpenghasiian stau atas perghassdan yang
SHEc e atsu Glperoletsys Galarrs talwe
POh Ltk keperturgarnegarn can
Masyarakal aslam Moup berbargsa can
bDemeg Ma sebagal sustu keviajibon yarg
Farus celalzarakar.

Nerwna Beroy Focethougit pajak
perghacilan PPN pasal 21 acalah potor can

Ppagak Mas penghasian Derupa gaj . upah
Pororanum. (unjargan can pembayarasn Lair
DECZAT FTA MaL Calam Dentuk apapur
sehuborngan Cergan peterjaan Mau
jabatarygasa car kegiatae yarg celabkeban
oleh crang peitach sciyed pagak dalam regri

Gambar 5. Home Pengertian Pajak

Bila memilih menu subject Pajak beriku ini
tampilannya Home Object Pajak
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w

KaliulatorPPh21. Panduan Pajak

Perghatitan yarg dikeraban pemctoogan

pajak perghasilan (PPM) pasal 21 agalah

1} Perghasiian yarg overiima atau
Gipercieh secara teratur berupa gaj
Lang pensiun bularanupsh hororarium
Rermasuk hororarium ANZEOLY cewan
komisaris atou cewan pergurus) premi
bularan, vanrg lembur. vang schongan
Varg turgguuang gart) ngLivnjargan
Btritlurgangan anak tunjargan
kemahalanturjangan jabatan turjar gor
Whusus. turjangan trarnsport. tunjargar
pajak turyargan luran persiun
unangan pendidikan srak, beasisen
hackah. premi. asuransi yang cibayar
cleh pember) kerja can penghasilae
teratur [3irnya cengan nama Aapapur

Perghasilan yang oitenima aag
diperoleh secar tioak 1eratur berupo
JA53 prooukst, tantiem. gratifikasi
TuURANEan cuth. Turdang an barl raya

Gambar 6. Home object Pajak

Jika memilih menu subject Pajak, peraturan yang
mengukuhkan Pemotongan penghasilan seorang WPP,
beriku ini tampilannya.

-y
'

KalkulatorPPA2Y. Panduan Pajak

Meruna peraturan mertrl kevargan No 252 /
PMK C22008 subjek pajak perghatilan
MEAAY pEg R yAng Mara pe g vl
siraacalah orarg pribacs yarg Lekerjs
paca pemibern kena. balk sebagal karyaevan
1etap Maupun peganal idak tetap Mau
lembaga kerja tepas berdatarkan perjarjane
Mo kesepalatan herjs Dalk secara tertulis
MALPAT TeCard DOk tertohis, etk
PICMSANIRAr Uty pekerjaan calaem
jatatan atac RegiMan tertenty
peryelesaiian pekerjaar. stac betertuanr
ain yarg citetapkan pember! kerja tenmanuk
Orarg pnbaci yarg melakudan pekerjaan
calam jabatan regn atau BUMN/BUMD

« WALS PAJAK PENGHASILANPPRPASAL 21

Penerimo pengbacilan yang clpctong pajak

penghasilan acalah :

1) Pegaal. Karyswan stau Karyanati Tetap

21 Pegaval. Karyawan Mau Karyawati Ticak
Tetap

Gambar 7. Home Subject Pajak

Dan Jika memilih menu Perhitungan PPh 2,1 beriku
ini tampilannya
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=

KaliculatorPPh21. Panduan Pajak

-

: .
| Triwtunger

Urtuk merghitung bDesarmyn pajak
perghacilan (PPRh) pacal 21 yang tenutanrg,
mMaka kepaco waib pajak (WP) dalam negri
yANg menerima perghasiian terterty
Siberikan pergurangan penghasitan (pasal 7)
meliputs
13 Biayn Jobotan
Biaya citetaphan S% dari perghasilan
bruto cengan maksimum Rp € 000,000
setabun. atau Rp.S.000.000.- setadan

} Biays Persiun
Besarrys bisyn persiun bagi penerima
pensiun ciperkenakan adalah sebesac 5%
can perghazilan bruto berupa Lang
pensiun setinggi-tingginya Rp.2. 300 000
setabun atau Rp. 200,000 - perbutan

yilvran Han Tua
luran cimaksuc adalab yarg dtarggurg
olel Karyawan alau pegawas sencir
Kecuall iuran 1abungan han tuVTHT

Gambar 8. Home Perhitungan Pajak

2. Menu Kalkulator (Perhitungan) PPh21

Bila seorang WP sudah paham PPh 21, dapat sentuh
ikon kembali ke home menu, selanjutnya memilih
Home Penghitungan (Kalkulator) Pajak :

KathculatorPPhs

Pengaturan PTKP
Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

Gambar 9. Home Kalkulator Pajak

2.1.  Menu Pengaturan Pajak
Bila memilih menu Pengaturan PTKP (Pendapatan
tidak Kena Pajak), ini tampilan Form Pengaturan
PTKP, didalamnya terdapat beberapa tombol Edit,
Simpan, Reset, dan Kembali.
e I
KabiculatorPPh2Y- Peh‘gnlura.n PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Wajep Pajak Pribac

Status Kaedr '

2 Tissac000
1320000

ArgEcts Keluarsd (Arak) 7 1320000

Corvscsnr | B o B Concnsca | O o 2

Gambar 10. Tampilan Form Pengaturan PTKP

2.2.  Menu Pegawai tetap

Bila memilih Pegawai tetap pada Home Kalkulator
Pajak akan menyajikan Penghitungan pendapatan
karyawan tetap per bubulan, dan bila ingin melihat
perhitungan perminggu dan perharipun juga bisa
dilakukan, cukum memilih Ikon Find padamenu Bar.
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Disini akan kita lihat terlebih dahulu Penghitungan
pendapatan karyawan tetap per bubulan, berikut ini
tampilannya :

o

KalkulstorPPh2T - Pegawal Tetap

-
Hetung

Identitas

Memitikd NOW/P : 7 2

Status Perkawinan -

Gambar 11. Form Identitas Pegawai tetap

Pada tampilan Gambar 11 diatas, juga terdapat
beberapa tombol : Lanjut, Reset, Kembali. Bila dipilih
tambol Lanjut, akan tampil Komponen Penghasilan
berikut :

KalkulatorPPh21 - Pegawal Tetap

-

Hiturg

Komponen Penghasilan
Gaji Per Butan ?  S000000

Tunjargan Tranzpoe ?

Turjergan Kesebatan 7

Turjangan Makan ?
Turjangan Keluarga ?

rd £

7 200000

Tunjargan Pajak
Tunjargan Kecelabaar

)

Jamiran Kematian

Gambar 12. komponen penghasilan pegawai tetep

Pada tampilan Gambar 12 diatas juga terdapat
beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila
dipilih tambol Lanjut, akan tampil Form pengurang
komponen penghasilan pegawai tetap yang tidak kena
pajak berikut :
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s I

KalkoilatorPPh2 Pegawal Tetap

T [T oTT
— -
Mtung

Komponen Pengurang

Biaya jabatan : = “3g5000
lurar Persium

Turgjacganr Hack

Il Fergurang

Gambar 13. Form pengurang komponen
penghasilan pegawai tetap yang tidak kena pajak

Pada tampilan Gambar 13 diatas bila dipilih tambol
Lanjut, akan tampil Form hasil Penghitungan pajak
pegawai tetap berikut ini :

pamsiab Perghassdan Netto Setabor
7 100020000
PPI2T Ternaang Sebolan
7 6o2ss83
PRI 1 Tenaang Setahon
7 72300

L“JL“]

Gambar 14. Form hasil Penghitungan pajak
pegawai tetap perbulan

Pada tampilan Gambar 14 diatas bila dipilih tambol
kembali dan sentuh beberapa kali sampai ke tampilan
Identitas, pilih ikon find pada menu bar ketikan :
“Upah Mingguan” Lihat tampil Form Identitas Upah
Mingguan dibawah ini :

M 926 s
XathcutaiorPPh21 - Upah Mingguan

Identitas
M ek NPWP ?

Status Perkaninan -

Jeamilan Arak

Gambar 15. Form Identitas Upah Mingguan.

2.3.  Menu Pegawai tidak tetap

Pada tampilan Gambar 15 diatas, bila dipilih tambol
Lanjut, akan tampil Form Komponen Penghasilan
Upah Mingguan berikut ini :
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s B

KabulatorPPh2T - Upah Mingguan

Komponen Penghasilan

Gaji Per Butan

7 2000000

Turjargan Trarspon 2 350000
Turjargon Kezebatan

Tumjargan Makar

Turyargar Keluargs

Turgargan Pajak

Turyargan Kecelakaar

jarmurar Keratiae

Gambar 16. Form Komponen Penghasilan Upah
Mingguan

Pada tampilan Gambar 16 diatas, juga terdapat
beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila
dipilinh tambol Lanjut, akan tampil Form Komponen
Pengurangan Upah Mingguan Tidak Kena Pajak
berikut :

Eame———

KatkutlatorPPn2s

Komponen Pengurang

Shays jabatan S e 125000

» G
(e 2 T535050

lemten | |G |lenhs

Gambar 17. Form Komponen Pengurangan Upah
Mingguan Tidak Kena Pajak

Iwran Persion

i Peangurang

Pada tampilan Gambar 17 diatas, bila dipilih tambol
Lanjut, akan tampil Form Hasil Perhitungan Pajak
Upah Mingguan berikut ini :

Hasil Perhitungan

s < Neuto S
e —
2 Tiescoo
Jusmidal Pergtasitan Netto Schadar
e e——
2 " 1isscoo

PPr2) Tentang Setan
—_—T
? Tso

Gambar 18. Form Hasil Perhitungan Pajak Upah
Mingguan

Pada tampilan Gambar 18 diatas bila dipilih tambol
kembali dan sentuh beberapa kali sampai ke tampilan
Identitas, pilih ikon find pada menu bar ketikan :

10
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“Upah Harian” Lihat tampil Form Identitas Upah
Harian dibawah ini :

M ormuiitd NPWP
Status Perkyainan

Jurmilah Anak

. Kembob
=)

Gambar 19. Form Identitas Upah Harian

Pada tampilan Gambar 19 diatas, bila dipilih dan
sentuh tambol Lanjut, akan tampil Form Komponen
pengahsilan upah harian berikut ini :

e 1229 A
EalhuistorPPh2Y - Upah Haclan

TNy

ROMmMponen rengrnasiian

Gajl Per Havi 7

100000
WAkt Kerja pee et 25y
Turfangan Transport ?

15000

Tunjargar Keseratoar 2> 10000

7‘ 20000

Turjarsan M akar

Turjargan Keivars >

Turjangan Pajas b .

Turyangan Kocciabaar

Jrmurar Kermatiar s

Gambar 20. Form Komponen pengahsilan upah
harian

Pada tampilan Gambar 20 diatas, juga terdapat
beberapa tombol : Kembali, Reset, dan Lanjut. Bila
dipilih tambol Lanjut, akan tampil Form Komponen
Pengurangan Upah Harian Tidak Kena Pajak berikut
Form Komponen Pengurangan Upah Harian Tidak
Kena Pajak.

e

KakulstorPPh2t - Upah Harlan

Komponen Pengurang
Biaya Jabatan 2
7 [ 20000

L.‘.."‘] 7 325000

Iurarn Pensiur

ol Pergurars

Lw‘

LM‘LWI

Gambar 21. Form Komponen Pengurangan Upah
Harian Tidak Kena Pajak
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Pada tampilan Gambar 21 diatas, bila dipilih tambol
Lanjut, akan tampil Form hasil perhitungan pajak
Upah Harian berikut ini:

Hasil Perhitungan

Jurniah Perghasilan Netto Sehari

165000

Gambar 22. Form hasil perhitungan pajak Upah

Harian.
IV.PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan pembangun  Aplikasi perhitungan

PPh21 Mobile Android, adalah :

1. Aplikasi ini berjalan atau digunakan pada ponsel
android sebagai sistem operasinya.

Aplikasi ini bertujuan untuk menghitung besaran
jumlah pajak penghasilan (PPh21) yang terutang
pada WPP (Wajib Pajak Pribadi)

Aplikasi perhitungan PPh21 Mobile Android ini
terdapat 3 perhitungan PPh21, untuk Upah Bulanan,
Upah Mingguan, dan Upah Harian, Untuk
karyawan berstatus Pegawai tetap dan pegawai
tidak tetep

2.

B. Saran

Sebagus bagus nya sistem dan secanggih canggih
apapun itu sistem pastilah ada saja ke kurangan dan
kelemahannya, yang sempurna itu hanya milik Allah.
Aplikasi  perhitungan PPh21  Mobile  Android
disarankan untuk pengembangan kedepannya :
1. Sebaiknya aplikasi PPh21 ini ditambahkan fitur
Perhitungan PPh21 untuk WPP vyang berstatus
menjalankan bisnis pribadi seperti pedagang yang
omset bersih perbulan yang Lumayan
Sebaiknya aplikasi memiliki form navigasi untuk
memberikan informasi kepada WPP tempat
pembayaran pajak terdekat.
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